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Received : 24-04-2025 The disbursement of the People's Business Credit (KUR) in Indonesia is a
i‘z‘éssgdég'_giégég strategic government program aimed at promoting the growth of MSMEs.
Pulished : 02-05-2025 However, in its implementation, there have been abuses of the funds, as seen in

Bandar Lampung, where a former Bank Rakyat Indonesia (BRI) officer
manipulated fictitious credit applications. This study aims to analyze the causes
and impacts of KUR fund abuse as well as the role of supervision in preventing
it. Internal factors, such as inadequate oversight of the credit verification and
analysis process, and external factors, such as economic instability and
business competition, have worsened the quality of fund distribution. The
implementation of stricter Good Corporate Governance (GCG) principles in
KUR distributing banks can improve governance and prevent misuse.
Recommended improvements include enhancing transparency, stricter
oversight, and ongoing education for MSME actors and bank officers.
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Abstrak

Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia merupakan program strategis pemerintah untuk
mendorong pertumbuhan UMKM. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat penyalahgunaan dana yang
merugikan negara, seperti yang terjadi di Bandar Lampung, di mana seorang mantan mantri Bank Rakyat
Indonesia (BRI) melakukan manipulasi kredit fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab
dan dampak dari penyalahgunaan dana KUR serta peran pengawasan dalam mencegahnya. Faktor-faktor
internal bank, seperti kurangnya pengawasan terhadap proses verifikasi dan analisis kredit, serta faktor
eksternal, seperti ketidakstabilan ekonomi dan persaingan usaha, turut memperburuk kualitas penyaluran
dana. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang lebih ketat di bank penyalur KUR dapat
memperbaiki tata kelola dan mencegah penyalahgunaan. Rekomendasi perbaikan mencakup peningkatan
transparansi, pengawasan yang lebih ketat, serta pendidikan berkelanjutan bagi pelaku UMKM dan petugas
bank.

Kata Kunci: Dana KUR, Pengawasan, UMKM.

PENDAHULUAN
Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program strategis
pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro, kecil, dan menengah
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(UMKM). Dana KUR dirancang sebagai fasilitas pembiayaan yang memberikan kemudahan akses
modal bagi pelaku usaha yang layak namun belum bankable, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Namun,
dalam pelaksanaannya, penyaluran dana KUR tidak luput dari berbagai masalah, termasuk kasus
korupsi yang merugikan negara dan menghambat tujuan program tersebut (Damiri, 2025).

Kasus korupsi dana KUR yang terjadi di Kota Bandar Lampung menjadi sorotan publik
setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung berhasil menangkap seorang tersangka bernama
Ahmad Zainal Abidin Arif. Tersangka ini merupakan mantan mantri di salah satu unit Bank Rakyat
Indonesia (BRI) yang merupakan bank BUMN pelat merah, yang diduga melakukan tindak pidana
korupsi dalam penyaluran dana KUR pada tahun 2021 dan 2022. Penangkapan dilakukan di
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, setelah tersangka sempat buron dan tidak memenuhi panggilan
penyidik (Dampiari, 2025).

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan membuat rekayasa usaha
melalui pengajuan kredit fiktif atas nama 46 debitur. Hal ini menyebabkan kerugian negara
mencapai lebih dari Rp2 miliar berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik. Praktik
penyalahgunaan kewenangan seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga
menodai kepercayaan masyarakat terhadap program KUR yang sejatinya bertujuan membantu
pelaku usaha kecil dan menengah (Global, 2025).

Bank BRI sebagai salah satu penyalur utama dana KUR telah menunjukkan komitmen
dalam memberantas tindak fraud di lingkungan internalnya dengan menerapkan prinsip zero
tolerance. Oknum pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi ini telah mendapatkan sanksi tegas
berupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, BRI juga menegaskan akan terus menjunjung
tinggi prinsip good corporate governance (GCG) dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang
sedang berlangsung (Bank Rakyat Indonesia, 2023).

Penanganan kasus ini oleh Kejari Bandarlampung menunjukkan langkah serius aparat
penegak hukum dalam mengusut tuntas praktik korupsi dana KUR. Penahanan tersangka dilakukan
untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan dan mencegah upaya penghilangan barang bukti.
Pihak kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan akan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam
kasus ini, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa
di masa depan (Munthe, 2025).

Kasus korupsi dana KUR ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pihak yang terlibat
dalam penyaluran kredit, terutama lembaga perbankan dan aparat pengawas. Penyaluran dana yang
tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat
yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, evaluasi
prosedur penyaluran, serta edukasi bagi pelaku usaha dan petugas bank sangat diperlukan (Dampiari,
2025).

Lebih jauh, kasus ini menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga
perbankan, dan aparat penegak hukum dalam mengawal program KUR agar tepat sasaran dan bebas
dari praktik korupsi. Penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan teknologi informasi
yang transparan dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi risiko penyimpangan dalam penyaluran
dana KUR (Dini, 2025).

Secara umum, penyaluran dana KUR yang bermasalah tidak hanya berdampak pada
kerugian finansial, tetapi juga menghambat pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang

*
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punggung perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pengungkapan kasus korupsi ini diharapkan
dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyaluran dana KUR secara menyeluruh
(Effendi et al., 2020).

Kasus ini juga menimbulkan keprihatinan karena dana yang seharusnya digunakan untuk
membantu pelaku usaha kecil dan menengah justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang ketat
sangat diperlukan agar program KUR dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi masyarakat (Global, 2025).

Dalam konteks yang lebih luas, kasus korupsi dana KUR di Bandarlampung ini merupakan
cermin dari tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana publik di Indonesia. Transparansi,
akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan
keberhasilan program pemerintah. Dengan penangkapan tersangka dan proses hukum yang sedang
berjalan, diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih berhati-
hati dan bertanggung jawab dalam mengelola dana KUR (Hardiyanto Wicaksono et al., 2023).

Upaya pencegahan korupsi harus terus ditingkatkan agar dana yang disalurkan benar-benar
tepat sasaran dan dapat mendorong kemajuan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Demikian
latar belakang penyaluran dana KUR bermasalah dan penangkapan tersangka korupsi oleh Kejari
Bandarlampung yang menggambarkan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum dalam
menjaga integritas program pembiayaan pemerintah ini (Hasanah et al., 2023).

*

KAJIAN TEORI
1. Konsep dan Tujuan Penyaluran Dana KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan mikro yang diluncurkan
oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan akses pelaku usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) terhadap pembiayaan perbankan. Berdasarkan Peraturan Presiden No.
90 Tahun 2017 tentang Penyaluran KUR, program ini bertujuan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi UMKM yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia
(Hindriana & Imaniyati, 2020).

Penyaluran dana KUR bertujuan untuk mengurangi hambatan modal yang sering
dihadapi oleh pelaku UMKM, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi
secara berkelanjutan. Menurut Fatmawati (2020), program KUR juga diharapkan dapat
mendukung pengembangan sektor-sektor usaha produktif yang ada di Indonesia, serta
mengurangi tingkat pengangguran.

2. Penyalahgunaan Dana KUR dan Kasus Korupsi
Penyalahgunaan dana KUR menjadi masalah serius dalam implementasi program ini.
Korupsi dalam penyaluran dana KUR dapat berupa manipulasi data debitur, pemberian kredit
fiktif, atau kolusi antara oknum bank dan debitur yang tidak memenuhi syarat. Penelitian oleh
Irawan dan Arief (2019) menyebutkan bahwa salah satu penyebab korupsi dalam program KUR
adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan kurangnya transparansi dalam proses
verifikasi.
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Praktik korupsi semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak citra
program yang seharusnya dapat membantu pengembangan UMKM. Menurut laporan dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi dalam sektor perbankan seringkali melibatkan
penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses terhadap aliran dana, seperti
mantri kredit atau pejabat bank (Junaedi et al., 2022).

*

3. Sistem Pengawasan dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Bank

Good Corporate Governance (GCG) di lembaga perbankan sangat penting untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. GCG mengacu pada prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan lembaga
keuangan. Menurut (Tbk, 2022), penerapan prinsip GCG yang baik dalam bank akan memperkuat
pengawasan internal dan memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan.

Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif sangat diperlukan untuk mendeteksi
dan mencegah terjadinya penyimpangan, seperti korupsi dalam penyaluran dana KUR.
Penelitian oleh Suryani (2021) juga mengungkapkan bahwa pengawasan yang ketat, evaluasi
berkala, serta penggunaan teknologi untuk memonitor aliran dana sangat membantu dalam
meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya korupsi (Kerihi, 2021).

4. Peran Penegakan Hukum dalam Mencegah Korupsi Dana KUR

Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas praktik
korupsi, khususnya dalam sektor penyaluran dana KUR. Menurut Subharto (2017), aparat
penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK perlu bekerja sama dengan bank untuk melakukan
pengawasan dan investigasi terhadap kasus-kasus yang mencurigakan. Penanganan kasus
korupsi secara serius akan memberikan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas di lembaga
keuangan serta instansi pemerintah yang terlibat dalam program KUR (Kurniyati, 2023).

Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menunjukkan peran aktifnya
dalam menangani kasus korupsi KUR dengan menangkap tersangka dan melakukan
pemeriksaan lanjutan. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat memperkuat
kepercayaan publik terhadap program KUR dan meningkatkan keberhasilan implementasi
program ini. Selain itu, penguatan kerjasama antara lembaga perbankan, pemerintah, dan aparat
penegak hukum merupakan kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana KUR di masa depan
(Fadilah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk
menganalisis penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam kasus korupsi yang terjadi
di Kota Bandar Lampung. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan, menelaah, dan
menganalisis berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, laporan, serta dokumen resmi
yang berkaitan dengan penyaluran dana KUR, korupsi di sektor perbankan, serta sistem
pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat
menggali berbagai perspektif yang ada mengenai penyalahgunaan dana KUR serta langkah-langkah
yang perlu diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
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Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyaring dan menganalisis sumber-sumber
yang berkaitan dengan penyaluran dana KUR, pengawasan perbankan, serta teori dan praktik
korupsi dalam sektor publik. Penelitian ini juga akan mengkaji kebijakan pemerintah dan lembaga
perbankan terkait tata kelola program KUR serta penerapan prinsip Good Corporate Governance
(GCG). Melalui analisis kualitatif terhadap literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran mendalam tentang penyebab dan dampak penyalahgunaan dana KUR serta
solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
penyaluran dana tersebut.

*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Kasus Korupsi Dana KUR di Bandar Lampung

Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjadi di Bandar Lampung
mengungkapkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seorang mantan mantri
Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tersangka, Ahmad Zainal Abidin Arif, diduga terlibat dalam
manipulasi pengajuan kredit fiktif atas nama 46 debitur yang tidak ada (Lufti Nasution, 2023).
Modus operandi yang digunakan oleh tersangka adalah dengan merekayasa dokumen pengajuan
KUR untuk memperoleh dana yang sebenarnya tidak layak disalurkan. Berdasarkan hasil audit
yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan
mencapai lebih dari Rp2 miliar. Penangkapan tersangka dilakukan setelah ia sempat buron dan
tidak memenuhi panggilan penyidik, menunjukkan bahwa pengawasan internal bank belum
cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan semacam ini (Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,
2023).

Kasus ini mendapat perhatian publik dan menyoroti adanya celah dalam sistem
pengawasan yang ada di lembaga perbankan, khususnya dalam penyaluran dana KUR.
Penyaluran dana KUR yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) justru disalahgunakan oleh oknum yang memiliki akses terhadap dana
tersebut. Praktik semacam ini merusak integritas program yang seharusnya bertujuan untuk
membantu pengembangan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(Muhammad Fathoni Bashirah Saleh, 2021). Pengungkapan kasus ini juga menegaskan pentingnya
adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat dalam proses pengajuan serta verifikasi
debitur dalam program KUR (Munthe, 2025).

Meskipun Bank BRI sebagai salah satu bank penyalur dana KUR telah berupaya untuk
meningkatkan sistem pengawasan internalnya, kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat
potensi risiko tinggi terhadap penyalahgunaan dana, terutama jika tidak ada pengawasan yang
memadai. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah menunjukkan langkah tegas dalam
menangani kasus ini, dengan menangkap tersangka dan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk
mengungkap kemungkinan Kketerlibatan pihak lain (Murbarani & Benni, 2024). Hal ini
menggambarkan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mendalami dan
menindaklanjuti setiap indikasi korupsi yang berkaitan dengan program pembiayaan
pemerintah seperti KUR (Kamaliah, 2022)

Kasus korupsi ini juga memberikan gambaran tentang kerentanannya sistem penyaluran
dana KUR, yang idealnya harus memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada
pelaku usaha yang berpotensi berkembang. Oleh karena itu, penerapan prinsip Good Corporate
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Governance (GCG) yang lebih ketat di bank-bank penyalur KUR sangat penting untuk
mengurangi risiko penyalahgunaan. GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan
pengawasan internal yang lebih baik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah kejadian
serupa di masa mendatang (Harahap, 2018). Dengan begitu, harapannya program KUR dapat
mencapai tujuannya dalam mendukung sektor UMKM secara lebih efektif dan efisien (Press,
2017).

2. Analisis Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dana KUR

Berdasarkan kajian pustaka, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya
penyalahgunaan dana KUR. Pertama, faktor internal bank, seperti lemahnya pengawasan
terhadap proses verifikasi dan analisis kredit yang dilakukan oleh pegawai bank. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Arief (2019), kurangnya pelatihan dan pemahaman
yang mendalam tentang prosedur KUR di kalangan petugas bank menjadi faktor utama
penyimpangan. Faktor internal bank sering kali menjadi penyebab utama dalam
penyalahgunaan dana KUR (B. Purba, 2023).

Salah satu penyebab utama yang ditemukan adalah lemahnya sistem pengawasan dan
kontrol internal dalam proses verifikasi dan analisis kredit. Menurut penelitian Irawan dan Arief
(2019), banyak pegawai bank yang kurang terlatin dan tidak memiliki pemahaman yang
memadai mengenai prosedur yang berlaku dalam penyaluran dana KUR.

Hal ini membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan
wewenang, seperti pengajuan kredit fiktif atau rekayasa dokumen yang tidak sesuai dengan
prosedur (Purnama et al., 2024). Tanpa adanya pengawasan yang ketat, celah dalam sistem dapat
dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan negara dan
menghambat tujuan awal dari penyaluran dana KUR, yaitu membantu pengembangan UMKM
(Putra et al., 2023).

Kedua, faktor eksternal yang mencakup kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketatnya
persaingan usaha, dan ketidaklayakan usaha debitur, memperburuk kualitas debitur yang
mengajukan permohonan kredit. Hal ini menambah risiko meningkatnya kredit bermasalah dan
menurunnya kualitas penyaluran dana KUR (Singal, 2024).

Secara keseluruhan, penyalahgunaan dana KUR dapat terjadi akibat lemahnya kontrol
internal dalam bank serta pengaruh eksternal yang memperburuk kualitas pengajuan kredit.
Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal di bank dan evaluasi yang lebih ketat terhadap
debitur menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko penyimpangan dan memastikan
bahwa dana KUR benar-benar sampai pada pelaku UMKM yang layak (Sjin Phen, 2024).

3. Peran Pengawasan dan Implementasi Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Bank BRI berperan penting
dalam mencegah penyalahgunaan dana KUR, meskipun dalam praktiknya, masih ada oknum
yang terlibat dalam kasus korupsi. GCG mencakup tiga prinsip utama, yaitu transparansi,
akuntabilitas, dan independensi, yang semuanya memiliki peran krusial dalam memperkuat
sistem pengawasan internal dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana
KUR (Sukmalalana, 2021). Salah satu tujuan utama dari penerapan GCG adalah untuk
memastikan bahwa pengelolaan program KUR dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi ruang bagi terjadinya
penyalahgunaan dana yang merugikan negara dan masyarakat (Ummah, 2019).

Menurut (Widodo & Widiatmanti, 2024) penerapan GCG yang kuat dapat membantu
memperbaiki tata kelola bank dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan atau
penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks Bank BRI, GCG menjadi kunci dalam
memastikan bahwa proses verifikasi dan analisis kredit dilakukan dengan cermat dan tepat.
Bank BRI sendiri telah berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengawasan internalnya
dengan menindak tegas oknum pegawai yang terlibat dalam penyalahgunaan dana KUR.

Sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai yang terlibat
menunjukkan keseriusan bank dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap
program KUR. Selain itu, Bank BRI juga telah memperkuat prosedur internal dengan
memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sistem evaluasi yang lebih
terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan di masa depan
(Wijaya et al., 2023).

Dengan demikian, penerapan prinsip GCG di Bank BRI tidak hanya bertujuan untuk
memperbaiki pengelolaan internal, tetapi juga untuk memberikan jaminan bahwa penyaluran
dana KUR dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi dan transparansi yang jelas (A. I. Purba,
2025). Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi atau kecurangan
yang merugikan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program KUR yang
merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia
(Hilmi et al., 2018).

4. Tantangan dalam Pengelolaan Dana KUR dan Pengawasan Perbankan

Meskipun banyak bank, termasuk Bank BRI, telah menerapkan sistem pengawasan
internal untuk memitigasi risiko penyalahgunaan dana KUR, tantangan besar tetap ada dalam
pengelolaannya. Salah satu tantangan utama adalah ketidaktransparanan dalam proses
pengajuan kredit dan kurangnya evaluasi yang mendalam terhadap debitur (Cahyaningrum, 2021).
Ketika jumlah pengajuan kredit terus meningkat, pengawasan terhadap setiap transaksi menjadi
semakin kompleks. Hal ini membuat sulit untuk memastikan bahwa dana KUR benar-benar
sampai kepada pelaku usaha yang berpotensi berkembang dan membutuhkan bantuan.
Kelemahan ini membuka celah bagi oknum untuk memanipulasi data dan melakukan
penyelewengan dalam proses pengajuan kredit (Sukmalalana, 2021).

Suryani menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dan
sistem digitalisasi yang lebih maju dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dalam
proses penyaluran dana KUR. Dengan teknologi yang memungkinkan pengawasan secara real-
time, bank dapat memonitor setiap transaksi dengan lebih akurat dan mengidentifikasi
penyimpangan dengan lebih cepat. Selain itu, penerapan sistem informasi yang transparan dapat
memberikan akses yang lebih mudah bagi pihak berwenang dan masyarakat untuk memantau
aliran dana, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi korupsi(zainudin
Hasan, 2019).

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dana KUR juga
sangat penting. Kasus-kasus korupsi yang terbongkar harus disertai dengan sanksi yang jelas
dan efektif, untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberi pesan tegas bahwa
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penyalahgunaan dana publik tidak dapat dibiarkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap program KUR dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai
dengan tujuan utamanya, yaitu untuk mendorong perkembangan sektor UMKM dan
perekonomian negara (Purnama et al., 2024).

5. Solusi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Tata Kelola Penyaluran KUR

Berdasarkan hasil analisis terkait kasus penyalahgunaan dana KUR, terdapat beberapa
solusi dan rekomendasi yang dapat memperbaiki tata kelola penyaluran dana KUR agar lebih
transparan dan efisien(zainudin Hasan, 2025). Pertama, peningkatan pengawasan yang lebih ketat
oleh pihak bank dan aparat pengawas seperti Kejaksaan Negeri sangat diperlukan (Aditya,
Wardhana dan Iba, 2022) Pengawasan yang lebih intensif dapat membantu mendeteksi potensi
penyalahgunaan lebih awal dan memastikan bahwa dana KUR hanya diberikan kepada debitur
yang memenuhi kriteria yang sah. Ini juga mencakup pemantauan yang lebih ketat terhadap
proses verifikasi dan analisis kredit untuk memastikan tidak ada pengajuan kredit fiktif atau
manipulasi data (Agus et al., 2021).

Kedua, penerapan teknologi yang lebih transparan dalam proses verifikasi debitur
menjadi kunci utama dalam memperbaiki sistem penyaluran dana KUR. Dengan teknologi yang
memungkinkan verifikasi data secara real-time dan berbasis sistem informasi yang lebih
canggih, bank dapat meminimalkan human error dan meningkatkan akurasi dalam proses
pengajuan dan pencairan kredit (Hasanah et al., 2023). Hal ini juga memungkinkan bank dan
pihak berwenang untuk melakukan pemantauan secara lebih efisien, sehingga penyalahgunaan
dapat terdeteksi lebih cepat (Dian Adriawan, 2022).

Selanjutnya, edukasi berkelanjutan kepada petugas bank dan pelaku UMKM mengenai
prosedur yang benar dalam pengajuan kredit juga sangat penting. Petugas bank harus dilatih
dengan baik tentang prosedur dan aturan yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka dapat
menilai debitur dengan akurat. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu diberikan pemahaman yang
lebih baik mengenai mekanisme pengajuan dan pengelolaan dana KUR yang benar, agar mereka
dapat menghindari kesalahan dalam pengajuan atau manipulasi data yang dapat merugikan
mereka di kemudian hari (Effendi et al., 2020).

Terakhir, penguatan kerja sama antara pemerintah, bank, dan lembaga penegak hukum
sangat penting untuk memastikan bahwa dana KUR dapat disalurkan tepat sasaran tanpa ada
penyalahgunaan. Kolaborasi yang lebih erat antar pihak ini akan memperkuat pengawasan dan
memastikan bahwa tindakan hukum dapat diambil dengan cepat jika terjadi penyimpangan.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bank juga diperlukan untuk
meningkatkan pemahaman tentang tata kelola yang baik dan memperkecil celah yang
memungkinkan terjadinya korupsi dalam penyaluran dana (Hardiyanto Wicaksono et al., 2023).

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan tata kelola penyaluran
dana KUR dapat diperbaiki secara menyeluruh, sehingga tujuan program KUR untuk
mendukung pengembangan UMKM dan mendorong perekonomian nasional dapat tercapai
tanpa hambatan.
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6.

Implikasi untuk Program KUR dan Perekonomian UMKM

Kasus penyalahgunaan dana KUR yang terjadi di Bandar Lampung memberikan dampak
yang signifikan terhadap citra program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sektor UMKM secara
keseluruhan. KUR, yang seharusnya menjadi program yang memberikan akses pembiayaan
kepada pelaku UMKM yang tidak dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal,
kini menghadapi tantangan besar akibat adanya penyalahgunaan dana yang merusak integritas
program tersebut. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari KUR (Hindriana & Imaniyati, 2020).

Salah satu implikasi utama dari kasus ini adalah terhambatnya pertumbuhan sektor
UMKM. Program KUR dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM, yang diharapkan
dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional(Hasan, 2024).
Penyalahgunaan dana KUR oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengurangi
jumlah dana yang sebenarnya dapat disalurkan kepada pelaku UMKM yang layak, yang pada
gilirannya dapat memperlambat perkembangan dan ekspansi usaha mereka. Hal ini tidak hanya
merugikan pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga menghambat penciptaan lapangan kerja dan
memperburuk ketimpangan ekonomi yang ada (Junaedi et al., 2022).

Untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program KUR, sangat penting untuk
meningkatkan transparansi dalam setiap tahap proses penyaluran dana, dari verifikasi debitur
hingga pencairan dana. Pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga perbankan, aparat pengawas,
serta penerapan teknologi yang transparan akan membantu mengurangi potensi penyimpangan
dan penyalahgunaan. Pemberian sanksi yang tegas terhadap individu atau kelompok yang
terlibat dalam praktik korupsi juga merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera dan
memperbaiki tata kelola program ini (Tbk, 2022).

Dengan memperbaiki sistem pengawasan, memperkenalkan reformasi dalam tata kelola
internal bank, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, bank, dan lembaga penegak
hukum, program KUR dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan
kesejahteraan pelaku UMKM. Penanganan yang tepat terhadap kasus ini, serta langkah-langkah
perbaikan yang diambil, akan sangat menentukan apakah program KUR dapat kembali
dipercaya oleh masyarakat dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian
nasional dalam jangka panjang (Kerihi, 2021).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana KUR dalam bentuk korupsi

yang terjadi di Bandar Lampung disebabkan oleh faktor internal bank yang lemah, kurangnya
pengawasan, dan praktik korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penerapan
prinsip GCG yang lebih baik dan penguatan sistem pengawasan internal diharapkan dapat
mencegah terulangnya kasus serupa. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara
pemerintah, lembaga perbankan, dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk
memastikan bahwa dana KUR benar-benar tepat sasaran dan dapat mendukung pertumbuhan sektor
UMKM secara maksimal.
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